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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

 V.1.1. Penafsiran Kata “Tidak Berdaya” Dalam Pasal 286 KUHP yang 

Dipersamakan Dengan Penyandang Disabilitas 

 Penafsiran dari pertimbangan hakim dari kata “tidak 

berdaya” pada Pasal 286 KUHP berdasarkan perbandingan pertimbangan 

hakim dari Putusan Nomor 736 K/Pid/2013, Putusan Nomor 

33/Pid.B/2012/Pn.SS, dan Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/Pn.Wsb, 

penggunaan frasa unsur tidak berdaya dalam KUHP pada dasarnya masih 

diterjemahkan secara terbatas. Dimana dalam hal ini ditemukan persamaan 

bahwa hakim memiliki penafsiran yang sama yaitu dalam memutus perkara 

terhadap para pelaku yang disangka melanggar Pasal 286 KUHP, bahwa 

korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas dipersamakan 

dengan frasa unsur tidak berdaya dalam unsur Pasal 286 KUHP.  

Berdasarkan pada kasus bahasan bab sebelumnya, untuk 

dapat membuktikan lebih lanjut adanya unsur tidak berdaya tersebut masih 

membutuhkan parameter yang diberikan oleh ahli yang menerangkan bahwa 

korban "Tidak Berdaya". Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas, yang sudah memberikan pengertian 

mengenai “Penyandang Disabilitas”. Penafsiran hukum yang tepat dan 

memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam 

menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, dan memastikan 

bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam sistem hukum Indonesia. 
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Atas dasar uraian ini, terdapat inkonsistensi dalam memutus tindak pidana 

perkosaan terhadap penyandang disabilitas yang mana diperlukan 

perlindungan hukum yang lebih memadai bagi korban Penyandang 

Disabilitas yang dipersamakan dengan kondisi "tidak berdaya" dalam Pasal 

286 KUHP. 

 

 V.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya 

Disparitas Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan 

Terhadap Penyandang Disabilitas 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan berupa asas kebebasan 

hakim, dimana terdapat rumusan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan keadilan. Terdapat 

disparitas putusan dalam Putusan Nomor 736 K/Pid/2013/PN.Cb. kasus 

perkosaan yang disertai ancaman dan kekerasan, dimana korban yang 

mengalami cacat fisik (tidak bisa jalan), dan mengalami keterbelakangan 

mental serta hanya bisa melakukan aktifitas sehari-hari di tempat tidur yang 

dijatuhi Pasal 285. Putusan kedua, Putusan Nomor: 33/PID.B/2012/PN.SS 

Pengadilan Negeri Soasio, korban yang keadaannya fisiknya tidak bisa 

mendengar, tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat dikenakan Pasal 286. 

Terakhir, Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Wsb, Pengadilan Negeri 

Wonosobo, korban memiliki keterbatasan fungsi kognitif/berpikir dengan 

IQ 36 (tiga puluh enam), dan keterbatasan kemampuan psikososial dan 

psikoseksual yang kemudian dikenakan Pasal 286. Berdasarkan hasil 
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penelitian, maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim adalah aspek 

yuridis dan non-yuridis serta dilihat dari faktor yang meringankan dan 

memberatkan. Putusan hakim dari tindak pidana perkosaan terhadap 

penyandang disabilitas dengan ciri yang berbeda bisa membuat perbedaan, 

ini dikarenakan asas pernafsiran hakim yang menggunakan perspektif 

hakim, juga memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta 

persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus  sama untuk masing-

masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. 

Disitulah kewenangan hakim dan jaksa dengan kewenangan yang 

dibenarkan oleh undang-undang. 

Putusan hakim tindak pidana perkosaan terhadap penyandang 

disabilitas seharusnya tidak dipersamakan dengan kondisi orang normal 

pada umumnya. Oleh karena terdapat kekosongan hukum, dalam hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim. Berdasarkan 

ketiga putusan hakim ini, tidak adanya aturan pasti atau fondasi untuk 

menentukan hukuman bagi pelaku. Dengan demikian belum ada panduan 

yang jelas mengenai penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan 

yang menandakan terdapat kekosongan hukum. Namun pengaturan 

mengenai korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas sudah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jika 

KUHP baru sudah berlaku, maka keadaan dimana penyandang disabilitas 

dipersamakan dengan kondisi orang normal pada umumnya tidak akan 

menjadi masalah lagi. 
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V.2. Saran 

1. Korban penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lebih lemah 

daripada orang pada umumnya, perlindungan hukum yang memadai dan 

adil masih belum didapatkan oleh korban. Hal ini karena jaminan 

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan terhadap 

Penyandang Disabilitas masih belum tercover. Untuk itu diperlukannya 

pengaturan eksplisit terkait status korban yang merupakan seorang 

penyandang disabilitas. Hal ini bida dilakukan juga dengan 

memperkenalkan hukuman minimal dan memberikan hukuman tambahan 

selain hukuman penjara. Para pembuat kebijakan harus mengevaluasi Pasal 

286 KUHP dan adanya perluasan makna "Tidak Berdaya" secara fisik dan 

psikis agar dapat digunakan secara lebih efektif oleh penegak hukum. 

 

2. Perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dengan konsep "tidak 

berdaya" dapat diupayakan dengan perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif. Dalam upaya preventif, orang-orang yang 

dekat dengan korban seperti keluarga, kerabat, teman, dan masyarakat 

sekitar dapat memberikan pengawasan, penjagaan, serta upaya protektif 

lainnya untuk melindungi korban tersebut. Tujuannya untuk menjaga agar 

korban tidak menjadi sasaran kejahatan kekerasan seksual. Kemudian 

perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan upaya penegakan 

hukum yang baik dan memadai bagi korban dengan memberikan sanksi 

yang berat kepada pelaku kejahatan terhadap korban pernyandang 

disabilitas. 
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